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RINGKASAN

Rusaknya jalan nasional KM 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan, yang mengakibatkan dilakukan penutupan total untuk seluruh
kendaraan bermotor sehingga tidak dapat melintas, yang mana dalam hal ini
masyarakat sangatlah dirugikan karena jalan alternative yang disediakan oleh
pemerintah pun dalam kondisi yang tidak memadai. Padahal jalan Nasional yang
peruntukannya untuk masyarakat dan dibangun berdasakan dana APBN, dan
berdasarkan berita tidak adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab, para
perusahaan tambang hanya dikenakan biaya CSR yang mana dari seluruh
penambang di Banjarmasin tidak semuanya bersedia untuk membantu perbaikan
jalan Nasional Km 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan. Sehingga dibutuhkan pertanggung jawaban pidana dalam menangani
longsor Km 171 kecamatan satui, karena dengan adanya sanksi pidana akan
memberikan efek jera dan mencegah terjadinya longsor susulan pada jalan
nasional di sekitaran pertmabangan yang mana sangat merugikan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi terhadap penambang yang
mengakibatkan kerusakan pada jalan nasional dan untuk menganalisis
pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan nasional akibat angkutan
tambang.

Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam
melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti
lakukan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya
pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-
konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan
penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penclitian ini menggunakan
tipe penclitian doktrinal research. Penclitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu
penelitian yang bertujuan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,
validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.Sebagai
ilmu terapan, ilmu hukum menentapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan,
rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber penelitian



hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang
dikenal adalah bahan hukum Primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan
hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer. Pengolahan
bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit yang
dihadapi. Kemudian bahan hukum yang ada dianalisis secara kualitatif, untuk
menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Efcktivitas Hukum pada pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan
nasional akibat pertambangan dimana dapat dikenakan kepada tiga pihak yaitu
badan usaha, orang yang memberi perintah dan pengurus yang melakukan tindak
pidana. Namun sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum
administrasi negara tidak efektif. Sehingga efektivitas hukum tidak terlalu
menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana yang melakukan
kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dengan mengakibatkan jalan
nasioal mengalami longsor dan tanpa adanya pertanggung jawaban secara pidana
mengakibatkan longsor pada jalan nasional hanya dianggap sebagai bencana alam,
ditambahlagi pemerintah sebagai penyelenggara jalan terlihat terlalu lambat
melakukan tindakan perbaikan karena masalah anggaran biaya yang dimana
dimintakan kepada para koorporasi di bidang pertambangan, yang mana para
koorporasi hanya memberikan dalam bentuk sumbangan bukan dalam bentuk
kewajiban dikarenakan tidak adanya pihak-pihak yang dinyatakan bersalah secara
hukum. sehingga jalan nasional yang terkena dampak longsor menjadi beban
negara karena perbaikannya menggunakan biaya dari APBN. Kebijakan dalam
menerapkan hukum terhadap para penambang tidak dapat dilepaskan dari proses
kebijakan penegakan hukum pidana pertambangan dalam proses peradilan pidana.
Oleh karena itu kebijakan penjatuhan sanksi hukum harus memberikan
perlindungan hukum terutama terhadap masyarakat selaku pengguna jalan
Nasional dengan pemberian sanksi pidana yang dianggap tepat dan rasional untuk
dijatuhkan terhadap penambang yang mengakibatkan longsor pada jalan Nasional.
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ABSTRAK

Kata Kunci:Pertanggungjawaban Pidana, Jalan Nasional, Pertambangan.

Jalan Nasional sckitaran tambang dibangun dari pajak masyarakat,
mengalami banyak kerusakan dan mengakibatkan longsor sebagaimana Jalan
Nasional Kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan. Adapun permasalahan penelitian ini ialah Bagaimana sanksi terhadap
penambang yang mengakibatkan kerusakan pada jalan nasional dan Bagaimana
pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan nasional akibat angkutan
tambang. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan
tipe penelitian doktrinal research dan bersifat preskriptif. Menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber
primer,sekunder,tersier. Pengolahan bahan hukum dilakukan sccara deduktif.
Kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Sanksi terhadap
penambang yang mengakibatkan kerusakan pada jalan Nasional sudah diatur
dalam perturan perundang-undangan, terdapat tiga sanksi yaitu secara
administrasi yaitu pencabutan izin, secara perdata sebagai perbuatan melawan
hukum dan secara pidana pelanggaran terhadap Undang-undang minerba,
Undang-undang lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua
Pertanggung jawaban pidana atas kerusakan jalan Nasional akibat pertambangan
dapat dilihat dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penambang akibat
melanggar jarak galian tambang, akibat melakukan penambang liar, dan akibat
tidak dilakukannya rcklamasi lahan bekas tambang, serta akibat pencemaran
lingkungan



INDRA WAHYU RAMADHANI. 2024. "Criminal Liability of Miners Who
Damage National Roads". Master of Law Program, Faculty of Law. Lambung
Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 100
Pages

ABSTRACT

Keywords: Criminal Liability, National Roads, Mining.

The National Road around the mine was built from community taxes, experienced
a lot of damage and resulted in landslides, as did the National Road Kilometer
171, Satui District, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan. The problem of
this research is: What are the sanctions against miners who cause damage to
national roads and what is the criminal responsibility for damage to national roads
due to mining transportation. The type of research is normative juridical. This
rescarch uses doctrinal research and is prescriptive in nature. Using a statutory
approach and a conceptual approach. Legal research sources are obtained from
literature. The collection of legal materials is carried out by means of library
research which includes primary, secondary and tertiary sources. Processing of
legal materials is carried out deductively. Then analyzed qualitatively.

The results of the research obtained are: Firstly, sanctions against miners who
cause damage to national roads have been regulated in statutory regulations, there
are three sanctions, namely administratively, namely revocation of permits, civilly
as an unlawful act and criminally as a violation of the Mineral and Coal Law, Law
-environmental laws and other statutory regulations. Second, criminal
responsibility for damage to national roads due to mining can be seen from
various violations committed by miners due to violating the mining excavation
distance, due to illegal mining, and due to not reclamating ex-mining land, as well
as due to environmental pollution.
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